SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk membentuk
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DL
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan :

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5942),

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/Menkes/ SK/III/
2003 tentang Laboratorium Kesehatan,;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 298 /Menkes/SK/III/
2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6);

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan(Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

M m e W

Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSIDAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang laboratorium kesehatan.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang
laboratorium kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program UPTD;

b. pemeriksaan sampel laboratorium klinik, laboratorium air dan lingkungan,
laboratorium makanan/minuman dan sampel laboratorium kesehatan
lainnya;



c. pengkajian hasil pemeriksaan laboratorium; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri darti :
a. Kepala; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi
pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan
Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal maupun horizontal.

(2) Setiap unsur dalam UPTD mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan baik secara berkala maupun insidentil tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 1 huruf b
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008
Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPonorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Padatanggal 16 April 2018

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 16-4-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

L \P

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAHLABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

q -

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016
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